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PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Sj

asa 1) Graa ) A v
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan perkara cerai talak antara:

_ - umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
petani, tempat kediaman | N
I < abupaten Sinjai, sebagai

"Pemohon”,

MELAWAN

_, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat kediaman _
. < -bupaten

Sinjai, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di

muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2
Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar
di Kepaniteraan  Pengadilan = Agama  Sinjai, dengan  Nomor
175/Pdt.G/2016/PA Sj, tanggal 2 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 18 September 2000, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan _ yang dicatat oleh Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 76/04/X1/2000,
tanggal 8 Nopember 2000;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di
rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 2 (dua) tahun dan
terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Balang
Pesoan Rilau selama 14 (empat belas) tahun;

3. Bahwa selama perenikahan antara Pemohon dengan Termohon telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. _ lahir pada tahun 2002;
2. _ lahir pada tahun 2014, saat ini kedua anak tersebut
tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai
goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
yang sulit diatasi sejak bulan April 2009;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tertsebut
karena Termohon mempunyai kebiasaan buruk yakni keras kepala dan
egois serta sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon
dan apabila dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah
kepada Pemohon, sehingga selalu terjadi percekcokan;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkartan antara Pemohon dengan
Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Mei
2016, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekcokan, sehingga Pemohon
meninggalkan Termohon pergi ke rumah saudara Pemohon sampai
sekarang sudah 2 (dua) bulan;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan

Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
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perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-
masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama
maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk
menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Sinjai, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (_) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon _) dihadapan sidang
Pengadilan Agama Sinjai;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon
dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Taufiqurrahman, S.HI, sebagaimana laporan mediator
tanggal 31 Agustus 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil
permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah mengajukan

alat bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai
Utara, Nomor 76/04/XI/2000 Tanggal 8 Nopember 2000, fotokopi tersebut
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telah bermaterai cukup, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis sesuai
dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;
B. Saksi:

1. _ umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan lbu rumah tangga, tempat kediaman -
I . (< 2bupaten Sinjai, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Paman dan saksi kenal
Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang
tua Termohon secara bergantian selama 2 (dua) tahun dan terakhir
tinggal bersama di rumah kediaman bersama di _

_ selama 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun
dan harmonis namun sejak April 2009 rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon disebabkan karena Termohon keras kepala dan egois
serta sering keluar rumah tanpa seizin dengan Pemohon dan bila
dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah kepada
Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei
2016 sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali
membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. I umur 29 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual ikan, tempat kediaman di -
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_, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena paman istri saksi dan saksi
kenal Termohon setelah saksi menikah dengan kemenakan
Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua
Termohon secara bergantian selama 2 (dua) tahun dan terakhir
tinggal bersama di rumah kediaman bersama di _
_ selama 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun
dan harmonis namun sejak bulan April 2009 rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon disebabkan karena Termohon keras kepala dan egois
serta sering keluar rumah tanpa seizin dengan Pemohon dan bila
dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah kepada
Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei
2016 sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali
membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun

karena Termohon telah mengakui semua dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan

kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara

sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65, Pasal 82 ayat 1,2 dan 4
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 115, Pasal 131 ayat 2 dan
Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk
bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan Termohon telah hadir di
persidangan dan upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1
Tahun 2016 telah dilaksanakan, dengan mediator Taufiqurrahman, S.HI.,
sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Agustus 2016 yang menyatakan
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2000, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan _ yang dicatat oleh Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di
rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 2 (dua) tahun dan
terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Balang
Pesoan Rilau selama 14 (empat belas) tahun;

3. Bahwa selama perenikahan antara Pemohon dengan Termohon telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;
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4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai
goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
yang sulit diatasi sejak bulan April 2009;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tertsebut
karena Termohon mempunyai kebiasaan buruk yakni keras kepala dan
egois serta sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon
dan apabila dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah
kepada Pemohon, sehingga selalu terjadi percekcokan;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkartan antara Pemohon dengan
Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Mei
2016, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekcokan, sehingga Pemohon
meninggalkan Termohon pergi ke rumah saudara Pemohon sampai
sekarang sudah 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon
angka 1, Pemohon telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)
yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon
telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 September 2000 tercatat
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong. Bukti tersebut tidak
dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2
sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
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diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2
sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk
mengajukan alat bukti akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan
mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.,
Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah di
Sinjai pada tanggal 18 September 2000;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun membina rumah
tangga selama 16 (enam belas) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran sejak April 2009;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
Termohon keras kepala dan egois serta sering keluar rumah tanpa izin
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dan sepengetahuan Pemohon dan apabila dinasihati oleh Pemohon,
Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman
sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah di
Sinjai pada tanggal 18 September 2000;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus sejak bulan April 2009;

3. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
Termohon keras kepala dan egois serta sering keluar rumah tanpa izin
dan sepengetahuan Pemohon dan apabila dinasihati oleh Pemohon,
Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan
Termohon berpisah tempat kediaman selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an surat Al-Bagarah : 227 yang berbunyi:

pale ran al) (b (DUl 308 Ol
Artinya: “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan

talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi

Mengetahui’;

2. Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih
menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang

menyatakan :
C.La:ldl_ll_ﬁ c_jiﬂ{dj ;*:‘:.'l_jjj. 55:1:.3- iTiJh\.aE O jm‘ ?L}:l:'l P‘.‘«’m}'l A4 58
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Artinya: Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga
sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat
lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang
( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti
menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang
berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk
penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.;

3. Kaidah fikih yang berbunyi :
@LAAA.“ la uls ?.ﬁa duldalle ja

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada
mengambil kemaslahatan’.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal
39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan
bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana
suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan
telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah
satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali
rukun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Putusan Mahakamah Agung Rl Nomor 379 K/AG/1995 tanggal
26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri
terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka
telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf
() Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut
dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dan

sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009
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tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran
dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan
hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru
menjatuhkan talak raji satu kali, maka cukup alasan bagi Hakim untuk
mengabulkan petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raji
tersebut dan telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena
itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Sinjai,
diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan
Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (_) untuk menjatuhkan talak

satu raji terhadap Termohon (_) di depan sidang
Pengadilan AgamaSinjai;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai, untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sinnjai Borong, dan Pegawai Pencatat Nikah
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kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijpah 1437 Hijriyah, oleh kami
Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI.
dan Taufigurrahman, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Irmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.HI Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Taufigurrahman, S.HI.

Panitera Pengganti,

Irmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 50.000,-
2. ATK :Rp 30.000,-
3. Panggilan  : Rp 300.000,-
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4. Materai :Rp. 6.000,-
5. Redaksi :Rp. 5.000,-

Jumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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